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BAB VI

PENUTUP

Pada bab sebelumnya telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang

tingkat kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata serta

pertumbuhan dan perkembangannya dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun

anggaran 2010-2014. Dalam Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan serta

saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian tersebut.

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Konstribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten

Lembata dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran

2010-2014 masih relatif kecil. Berdasarkan hasil perhitungan konstribusi

PAD, hasil rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 4.27%. Kecilnya rata-rata

kontribusi PAD ini disebabkan karena sumber-sumber PAD belum

memberikan kontribusi yang maksimal, yakni kontribusi yang diberikan dari

sektor pajak daerah sebesar 14.29%, sektor retribusi daerah sebesar 40.13%,

sektor Hasil pengelolaan kekayaaan daerah yang dipisahkan sebesar 14.08%,

sektor Lain-lain PAD yang Sah sebesar 31,50%. Dari keempat sektor tersebut
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yang memberikan kontribusi terhadap total penerimaan PAD yang paling

kecil adalah pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah.

2. Sementara itu untuk tingkat pertumbuhan pendapatan daerah pun masi

mengalami fluktuasi, yakni tahun 2011 meningkat sebesar 19.01%, tahun

2012 menurun sebesar 9.26%, tahun 2013 meningkat sebesar 9.53%, dan

tahun 2014 kembali meningkat sebesar 14.80%. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Lembata belum mampu

mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu

ke periode berikutnya sehinggah menyebabkan tingkat pertumbuhan

pendapatan daerahnya relatife rendah yakni sebesar 13,25%. Hal ini dapat

menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Lembata dalam meningkatkan

pelaksanaan otonomi daerahnya berjalan lambat

3. Rendahnya kontribusi yang diberikan PAD terhadap Pendapatan Daerah

Kab.Lembata disebabkan karena potensi sumber PAD yang sangat terbatas

dimana tidak semua jenis penerimaan dipungut oleh daerah, Sektor-sektor

yang menjadi sumber pendukung Pendapatan Daerah belum bergerak secara

maksimal dalam memberi kontribusi bagi upaya peningkatan pendapatan

daerah (contoh: Sektor Pariwisata yang belum berkembang dengan

baik,Investasi daerah masih berjalan lambat), serta Upaya intensifikasi belum

berjalan dengan maksimal karena mempertimbangkan daya beli masyarakat

yang masih lemah.
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6.2 SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan

kepada pemerintah Daerah Kabupaten Lembata antara lain :

1. Pemerintah Daerah hendaknya berusaha mengoptimalkan penggalian dan

pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang ada didaerahnya masing-masing,

dalam rangka mewujudkan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai daerah otonom. Misalkan

dengan memperbaiki jalan-jalan yang merupakan sektor utama penyalur poternsi

PAD sehinggah bisa memperlancar peningkatan pendapatannya. Selain itu juga

2. Pemerintah Daerah hendaknya meningkatkan kualitas sumber daya manusia

melalui program pendidikan dan pelatihan sehingga memiliki kapasitas

mengelola potensi pendapatan secara lebih baik. Misalkan dengan cara

memberikan kesempatan kepada staf/pegawai untuk menjalankan pendidikan

lebih lanjut atau mengikuti berbagai kursus yang berhubungan dengan bidang

masing-masingnya.

3. Pemerintah Daerah hendaknya mempunyai perencanaan yang baik dalam

mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah agar dapat memperoleh hasil

yang optimal dan akan berimbas pada perbaikan kinerja keuangan pemerintah

daerah.
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